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ABSTRAK 

Peraturan mengenai Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) 

sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dengan 

PKWT, khususya dalam hal perlindungan hak dan kepastian 

hubungan kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

168/PUU-XXI/2023 merupakan upaya pengujian yag diajukan 

oleh Partai Buruh untuk meminta penegasan terhadap hak dan 

hubungan kerja bagi para pekerja dan salah satunya yaitu 

pekerja dengan PKWT. Artikel ini menganalisis implikasi dari 

putusan tersebut terhadap perlindungan bagi pekerja dengan 

PKWT ditinjau dari perspektif Good Corporate Governance 

(GCG) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,  

independensi, responbilitas, dan kewajaran (fairness). 

Pendekatan artikel ini menggunakan pendekatan normative dan 

analisis terhadap regulasi serta Putusan Mahkamah Konstitusi, 

penelitian ini menunjukan bahwa penguatan perlindungan 

hukum melalui putusan tersebut selaras dengan penerapan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG)  dalam tata kelola 

ketenagakerjaan. Korporasi dituntut untuk tidak hanya patuh 

secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam 

memperlakukan pekerja kontrak. Oleh karena itu, putusan ini 

mailto:ditaaditya@students.unnes.ac.id


 

 

261 Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2 

dapat menjadi landasan penting dalam menciptakan praktik 

ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. 

 

Kata kunci: perlindungan pekerja, pkwt, good corporate 

governance, hukum ketenagakerjaan. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi yaitu sebanyak 284.438.800 

jiwa dilansir berdasarkan Statisik Indonesia (BPS) Volume 5 

menjadikan Indoneisa memiliki potensi besar dalam 

ketersediaan sumber daya manusia untuk tenaga kerja. 

Tersedianya tenaga kerja yang tinggi akan berkaitan dengan 

penyerapan tenaga kerja yang tersedia dimasyarakat sebagai 

faktor ketenagakerjaan yang sangat penting bagi terselengga 

ranya pembangunan nasional di negara Republik Indonesia.95 

Landasan konstitusional yang mengatur tentang 

ketenagakerjaan disebutkan pada Pembukaan dan Batang 

Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

suasana batiniah serta cita-cita hukum dari UUD NRI 1945 

yang bersumber dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Ketentuan 

yang memiliki relevansi dengan masalah ketenagakerjaan yaitu 

pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa 

―Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak.‖ 

Perjanjian kerja dalam praktik pembuatannya memiliki 

beberapa jenis dan salah satu jenisnya yaitu Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu. Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa 

―Perjanjian Kerja natara Pekerja atau Buruh dengan Pengusaha 
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untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam wkatu tertentu atau 

untuk pekerjaan tertentu‖. 

Era globalisasi dan kompetisi ekonomi yang semakin ketat, 

fleksibilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu strategi utama 

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu 

instrumen fleksibilitas tersebut adalah penggunaan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (yang selanjutnya disebut sebagai 

PKWT), yang memberikan kesempatan pengusaha untuk 

merekrut tenaga kerja dengan durasi kontrak tertentu sesuai 

kebutuhan produksi. Namun, dalam praktiknya, penerapan 

PKWT di Indonesia sering kali menimbulkan permasalahan 

serius, terutama terkait dengan ketidakpastian status pekerja, 

minimnya perlindungan sosial, serta kerentanan terhadap 

eksploitasi dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

PKWT dirancang sebagai bentuk hubungan kerja non-

permanen yang digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu yang 

bersifat sementara. Namun demikian, dalam kenyataannya, 

banyak perusahaan menggunakan PKWT untuk jenis pekerjaan 

yang bersifat tetap dan terus menerus, sehingga mengaburkan 

batas antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. Hal ini 

menciptakan ketimpangan relasi kerja antara pengusaha dan 

pekerja, dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan 

tenaga kerja yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Menanggapi kondisi tersebut, Partai Buruh mengajukan 

Pengujian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

dianggap merugikan pekerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah 

satu putusan penting yang muncul dari proses ini adalah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. 

Putusan ini menjadi tonggak penting dalam menegaskan 

kembali peran konstitusi sebagai pelindung hak-hak dasar 

warga negara, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan 
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yang layak.96 Mahkamah menilai bahwa pengaturan PKWT 

dalam undang-undang yang diuji telah menimbulkan 

ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pekerja, serta 

membuka celah bagi praktik-praktik ketenagakerjaan yang 

eksploitatif. 

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memiliki 

implikasi terhadap penafsiran hukum, tetapi juga berdampak 

langsung pada praktik ketenagakerjaan di tingkat perusahaan. 

Dalam konteks ini, pendekatan Good Corporate Governance 

(GCG) menjadi relevan untuk digunakan sebagai perspektif 

analisis. GCG tidak hanya berkaitan dengan tata kelola 

perusahaan dari aspek finansial atau manajerial, tetapi juga 

menyangkut tanggung jawab etis dan sosial korporasi terhadap 

seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja. Prinsip-

prinsip GCG seperti kewajaran (fairness), akuntabilitas 

(accountability), transparansi (transparency), dan tanggung 

jawab (responsibility) seharusnya menjadi landasan dalam 

merancang kebijakan ketenagakerjaan yang baik dan 

berkelanjutan.97 

Perlindungan terhadap pekerja kontrak atau pekerja dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi isu yang 

semakin krusial dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. 

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan PKWT 

sebagai bentuk fleksibilitas tenaga kerja oleh perusahaan, yang 

sering kali menimbulkan risiko kerentanan bagi hak-hak 

pekerja. Dalam konteks ini, putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi sebuah tonggak penting 

karena menguji dan memberikan penafsiran konstitusional 

terhadap aspek perlindungan hukum bagi pekerja PKWT. 

Putusan tersebut berimplikasi langsung terhadap hubungan 
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 Ishar Pulungan, ―Kepastian Hukum Bagi Karyawan Dengan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Perpu Cipta Kerja,‖ 
SUPREMASI JURNAL HUKUM 5, no. 02 (2022): 191–201. 
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industrial, regulasi ketenagakerjaan, dan tata kelola 

perusahaan yang baik. 

Urgensi hukum dalam pembahasan ini terletak pada 

kebutuhan untuk memahami secara mendalam implikasi yuridis 

dan praktis dari putusan tersebut terhadap perlindungan 

pekerja PKWT. Meskipun putusan MK memberikan kepastian 

hukum, belum ada kajian sistematis yang mengkaji bagaimana 

implementasi putusan ini dapat mendorong atau bahkan 

menantang prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

dalam dunia kerja. Aspek GCG yang menekankan pada 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan 

kewajaran harus diintegrasikan dalam perlindungan tenaga 

kerja, terutama bagi segmen yang paling rentan seperti pekerja 

PKWT. 

Fenomena ketimpangan perlindungan antara pekerja tetap 

dan pekerja kontrak yang berpotensi menimbulkan 

ketidakadilan sosial dan menurunkan produktivitas serta 

loyalitas pekerja. Kondisi ini dapat berakibat negatif terhadap 

reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka penelitian ini penting untuk 

menganalisis sejauh mana putusan MK dapat memperkuat 

kerangka hukum dan praktik GCG yang berorientasi pada 

kesejahteraan pekerja PKWT. 

Di era globalisasi dan perubahan pasar tenaga kerja yang 

dinamis, memperkuat perlindungan bagi pekerja PKWT melalui 

penerapan prinsip GCG bukan hanya sebuah kebutuhan 

hukum, melainkan juga strategi bisnis yang esensial. Oleh 

karena itu, penelitian ini sangat relevan dan mendesak 

dilakukan agar putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dapat 

menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan perlindungan 

dan kesejahteraan pekerja sekaligus menguatkan tata kelola 

perusahaan yang berintegritas. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Konseptual 

a. Perlindungan Hukum  
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Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam 

sistem hukum yang bertujuan menjaga kepentingan individu 

maupun kelompok agar tidak dirugikan oleh tindakan yang 

melanggar aturan hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, 

perlindungan hukum adalah segala usaha dan cara yang 

ditempuh oleh hukum untuk melindungi hak-hak individu agar 

tidak dirugikan oleh perbuatan orang lain atau oleh 

ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, 

perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan agar setiap 

individu dapat menikmati hak-haknya secara aman dan 

terhindar dari perlakuan sewenang-wenang.98 

Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan hukum 

menjadi sangat penting karena terkait langsung dengan 

kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Perlindungan hukum 

bertujuan menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas 

upah yang layak, kondisi kerja yang aman, jaminan sosial, dan 

perlakuan nondiskriminatif. Hal ini sesuai dengan prinsip hak 

asasi manusia yang diakui secara internasional serta diatur 

dalam peraturan perundang-undangan nasional.99 

Secara teori, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 

dua dimensi utama: perlindungan preventif dan represif. Fungsi 

normatif berarti menyediakan norma dan aturan sebagai 

pedoman perilaku sosial dalam masyarakat, sementara fungsi 

praktis adalah penerapan norma dalam bentuk tindakan hukum 

nyata untuk melindungi pihak yang dirugikan serta memulihkan 

hak-hak mereka.100 

b. Pekerja 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 3 memberikan 

penegrtian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 
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 Mertokusumo Soedikno, Hukum Acara Perdata Indonesia 
(Yogyakarta: Liberty, 1997). 

99
 HAM Komnas, Hak Asasi Manusia Dan Ketenagakerjaan Di 

Indonesia (Jakarta, 2019). 
100

 Sofwan Sri, Hukum Perburuhan Di Indonesia (Jakarta: 
RAJAGRAFINDO, 2010). 
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dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pengertian ini memiliki makna lebih luas karena mencakup 

semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, 

persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.101 Seiring 

dengan berkembangnya teknologi, pekerja atau buruh masih 

tetap diperlukan dan menjadi salah satu hal penting untuk 

operasi perusahaan agar dapat mengoperasikan tenologi mesin 

tersebut.  

c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Secara umum, PKWT adalah perjanjian antara pekerja dan 

pengusaha yang mengikat keduanya untuk melaksanakan 

pekerjaan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati 

sejak awal kontrak. Kontrak ini bersifat sementara dan berbeda 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang 

biasanya berlaku tanpa batas waktu tertentu.102 Karakteristik 

utama PKWT adalah adanya batas waktu yang jelas dan 

keterbatasan hak-hak pekerja dibandingkan dengan pekerja 

tetap. Misalnya, pekerja PKWT biasanya tidak mendapatkan 

pesangon seperti pekerja tetap, dan perlindungan hukum 

mereka cenderung lebih terbatas 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, PKWT hanya boleh dibuat untuk pekerjaan 

tertentu yang sifatnya sementara, pekerjaan yang sekali 

selesai, atau pekerjaan yang bersifat musiman. Hal ini 

bertujuan agar hubungan kerja yang bersifat jangka pendek 

tidak disalahgunakan untuk menutupi hubungan kerja yang 

seharusnya bersifat permanen. Pasal 59 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan menegaskan bahwa PKWT wajib dibuat 

secara tertulis dan memuat jangka waktu atau jangka waktu 

pekerjaan yang jelas.  
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 Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi 
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d. Good Corporate Governance 

Definisi GCG menurut The Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) menyatakan bahwa tata 

kelola perusahaan yang baik adalah mekanisme di mana 

perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan 

perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara 

adil dan transparan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada 

pengelolaan internal perusahaan, tetapi juga pada hubungan 

perusahaan dengan lingkungan eksternal seperti pemerintah, 

pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, 

prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Tujuan 

utama GCG adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang 

baik agar dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh 

pemangku kepentingan (stakeholders) serta memastikan 

keberlanjutan bisnis secara berkelanjutan dan etis.103 

Di Indonesia, penerapan GCG diatur oleh berbagai 

peraturan, seperti Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi 

Perusahaan Publik dan pedoman dari Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG). Standar-standar tersebut 

menjadi acuan dalam memastikan bahwa perusahaan tidak 

hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga 

menjalankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis. 

 

KAJIAN TEORI 

a. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Kepastian 

hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang 

mampu menjamin hak dan kewajiban setiap negara. Sudikno 

Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan 
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 Parianti et al., ―Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate 
Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan,‖ Owner: 
Riset & Jurnal Akuntansi 7, no. 3 (2023): 2225–33. 
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perlindungan yustitiabeln terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang 

diaharapkan dalam keadaan tertentu.104 

b. Hukum Ketenagakerjaan  

Hukum adalah sesuatu yang abstrak dan berhubungan 

dengan norma di masyarakat. Hukum diposisikan sebagai 

sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika 

hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi 

penghambat jika tidak efektif.105 Hukum ketenagakerjaan 

merupakan istilah dari hukum perburuhan. Imam Soepomo 

memberikan penjelasan tentang hukum perburuhan adalah 

himpunan peraturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 

yang berkenaan dengan beberapa kejadian pada saat 

seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan 

menerima pembayaran tertentu.106 Dengan kata lain, hukum 

perbutuhan adalah aturan yang terpisah dan norma yang tidak 

boleh ditulis yang terkait dengan pola hubungan industrial 

antara pengusaha dan pekerja atau buruh. 

c. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responbility/CSR Theory) 

Tanggung jawab sosial perusahan (TSP) adalah konsep 

diaman sebuah perusahaan tidak hanya bertanggung jawab 

secara finansial, tetapi juga kepada berbagai pemangku 

kepentingan.107 Hal tersebut mencakup pemegang saham, 

lingkungan, konsumen, karyawan, dan komunitas yang 
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 Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam 
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terhubungan dengan operasional perusahaan, baik dari segi 

sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Perusahaan yang 

melaksanakan wajib untuk mengungkapkan kegiatannya dalam 

sebuah laporan yang dikenal sebagai sustainability reporting 

atau laporan berkelanjutan. Pedoman ini untuk 

mengungkapTSP yang pada umumnya mengacu pada standar 

yang diterbitkan oleh Global Reporting Intiative (GRI). 

 

METODE  

Artikel ini menggunakan metode penelitian normative yuridis. 

Metode penelitian hukum normative dapat dimaknai sebagai 

penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, 

teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau 

jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan 

hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.108. Penelitian 

hukum normative merupakan penelitian kepustakaan yaitu 

penelitian utamanya terhadap data sekunder.109 Adapun bahan 

hukum dalam penelitian hukum normative fibagi menjadi dua 

yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum primer diperoleh dari perundang-undangan  yang dalam 

arikel ini menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Cipta Kerja Penetapan Peraturan Perundang-

undangan No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, dan 

Putusan Mahkmah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. 

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber 

kepustaaan yang mendukung argumentasi hukum berupa 

buku-buku, artikel, dan beberapa sumber literature lain yang 

dapat digunakan untuk memperdalam analisis penelitian. Data 

sekunder yang ada akan dikumpulkan untuk menemukan 

aturan hukum yang sudah ada apakah telah sesuai dengan 

                                                           
108

 Yati Nurhayati, ―Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif 
Ilmu Hukum,‖ Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) 2, no. 1 
(2021): 1–20. 

109
 Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Jurimetri 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). 
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narma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau 

larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah 

tindakan seseorang sudah sesuai denga norma hukum yang 

bukan hanya pada aturan hukumnya saja atau prinsip 

hukum.110 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-

XXI/2023 terhadap perlindungan hukum bagi pekerja 

dengan PKWT di Indonesia 

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara 

pengusaha dengan pekerja atas dasar perjanjian yang 

mempunyai unsur kerja, upah, dan perintah sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Menurut Prof. MR.M.G. Rood, suatu perjanjian haruslah 

memuat pekerjaan yang diperjanjikan untuk dikerjakan sendiri 

oleh pekerja dengan berpedoman pada perjanjian kerja yang 

disepakati.111 Prinsip tidak bekerja maka tidak dibayar (no work 

no pay) dapat berlaku apabila pekerja tidak mengerjakan 

sendiri pekerjaan yang telah diperjanjikan dan tidak mendapat 

persetujuan dari pengusaha terkait hal pergantian pekerjaan 

oleh orang lain.112 Upah merupakan pembayaran tunai yang 

diterima pekerja, termasuk tunjangan untuk diri sendiri dan 

keluarga sebagai balasan atas pekerjaan atau jasa yang telah 

atau akan mereka berikan kepada pengusaha. Jika seseorang 

melakukan suatu pekerjaan tanpa tujuan menerima upah, maka 

hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja. 
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Seorang pekerja harus memahami isi dari perjanjian kerja dan 

patuh terhadap perintah yang telah tertuang dalam perjanjian 

kerja. Perintah akan selalu identic dengan posisi, pihak yang 

mempunyai posisi lebih tinggi atau berada di atas dalam hal ini 

adalah pengusaha dengan kekuasaannya dapat menentukan 

apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pihak yang 

mempunyai posisi di bawah yang dalam hal ini adalah pekerja. 

Apabila posisi para pihak dalam hubungan hukum sejajar, 

maka tidak dapat disebut sebagai suatu perintah akan tetapi 

lebih tepat jika dikatakan sebagai kerja sama.113 Hubungan 

kerja juga terdapat batas waktu tertentu, dimana pelaksanaan 

hubungan kerja dibatasi atau diatur dengan waktu tertentu atau 

tidak terus menerus. Unsur waktu tertentu berkaitan dengan 

status dan kepastian hukum suatu hubungan kerja. 

Perjanjian kerja yang sah wajib memenuhi beberapa 

ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu kesepakatan kedua 

belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan 

perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan 

pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban. Perjanjian kerja berdasarkan waktu dibagi menjadi 

dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sebagaimana yang telah 

diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang—Undang 

Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023. PKWT tidak dapat diberlakukan untuk 

semua jenis pekerjaan, namun harus memenuhi ketentuan-

ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan 

Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

PKWT dirancang sebagai bentuk hubungan kerja non-

permanen yang digunakan untuk jenis pekerjaan tertentu yang 

bersifat sementara. Namun demikian, dalam kenyataannya, 

banyak perusahaan menggunakan PKWT untuk jenis pekerjaan 

yang bersifat tetap dan terus menerus, sehingga mengaburkan 
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batas antara pekerja kontrak dan pekerja tetap. Hal ini 

menciptakan ketimpangan relasi kerja antara pengusaha dan 

pekerja, dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar perlindungan 

tenaga kerja yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Menanggapi kondisi tersebut, Partai Buruh mengajukan 

Pengujian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

dianggap merugikan pekerja ke Mahkamah Konstitusi. Adapun 

beberapa Pasal yang diuji terkait dengan pengaturan PKWT 

yaitu: 

a. Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 12 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, norma tersebut tidak 

menekankan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan 

sehingga berisiko mengancam hak pekerja/buruh atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana Pasal 

27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, hal ini juga 

berpotensi menghilangkan jaminan, perlindungan yang adil, 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi 

pekerja/buruh, sebagaimana yang telah dijamin oleh Pasal 

28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

b. Pasal 57 dalam Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023, pekerja/buruh berisiko kehilangan haknya 

secara hukum untuk menjadi PKWTT. Sehingga, 

menciptakan ketidakpastian hukum karena pekerja tidak 

memiliki bukti otentik untuk membuktikan hubungan kerja 

mereka. 

c. Pasal 59 dalam Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023, berpotensi membuka ruang bagi jenis 

pekerjaan yang lama penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) 

tahun untuk bisa didasarkan pada PKWT serta dapat 

membuka ruang bagi pengusaha untuk menempatkan 

pekerja/buruh berdasarkan PKWT (pekerja kontrak) dalam 

waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 3 tahun. Hal 
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tersebut berpotensi mempersempit kesempatan bagi 

pekerja/buruh untuk dapat bekerja berdasarkan PKWTT 

(pekerja tetap). Dengan demikian pekerja/buruh berpotensi 

tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  

d. Bahwa berlakunya norma Pasal 81 angka 16 UU 6/2023 

yang mengubah ketentuan Pasal 61 UU 13/2003 yang 

menambah pengaturan mengenai kondisi berakhirnya 

perjanjian kerja, antara lain frasa: ―selesainya suatu 

pekerjaan tertentu‖ sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 

ayat (1) huruf c, telah menimbulkan kerugian bagi 

pekerja/buruh berpotensi dapat diakhiri hubungan kerjanya 

oleh perusahaan ketika pekerjaan tersebut selesai, 

sedangkan perusahaan bersangkutan masih berjalan 

dengan jenis pekerjaan yang lain. Jika Pasal 81 angka 16 

UU 6/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 61 UU 13/2003 

dikaitkan dengan pasal baru, yaitu Pasal 81 angka 17 UU 

6/2023 yang memuat ketentuan baru yaitu Pasal 61A, maka 

pekerja kontrak yang diakhiri masa kerjanya akibat klausul 

―selesainya suatu pekerjaan tertentu‖, hanya akan diberikan 

kompensasi yang nilainya tidak disebutkan, melainkan akan 

diatur dalam PP. Padahal, jika mendasarkan pada UU 

13/2003, pekerja kontrak yang diakhiri hubungan kerjanya 

sebelum jangka waktu kontraknya berakhir, berhak 

menerima upah sebesar masa kontrak yang tersisa. Hal 

tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional para 

Pemohon yang dijamain dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat 

(2) serta Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

 

Mahkamah Konstitusi kemudian memutus permohonan 

perkara tersebut yang berkaitan dengan ketentuan PKWT 

sebagai berikut: 

a. Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856) yang menyatakan ―Jangka waktu atau selesainya 

suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja‖ bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai, ―Jangka waktu selesainya suatu 

pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) 

tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan‖. 

b. Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856) yang menyatakan ―Perjanjian kerja waktu tertentu 

dibuat tertulis serta harus menggunakan secara Bahasa 

Indonesia dan huruf latin‖, bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai, ―Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat 

secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan 

huruf latin‖. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 

bersifat final dan binding sehingga memiliki kekuatan hukum 

tetap dan kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak 

ada upaya hukum yang dapat ditempuh.114 Putusan tersebut 

dengan amar putusan yaitu mengabulkan permohonan 

pemohon sebagian salah satunya dalam klaster PKWT 

membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hukum 
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pagi pekerja dengan PKWT di Indonesia. Putusan ini pada 

dasarnya bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi 

pekerja dan mengurangi eksploitasi yang mungkin timbul dari 

penggunaan PKWT yang berlebihan atau tidak sesuai. Hal 

tersebut menjadi langkah fundamental untuk menciptakan 

keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan pengusaha 

dan hak-hak dasar pekerja. 

Menurut penulis, salah satu poin krusial dalam putusan ini 

adalah penegasan mengenai pembatasan jangka waktu PKWT. 

Sebelumnya, interpretasi mengenai PKWT untuk ―pekerjaan 

tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan usahanya 

akan selesai dalam waktu tertentu‖ terasa sangat longgar, 

terutama setelah Undang-Undang Ciptaker. Celah bagi 

perusahaan sangat besar untuk terus menerus memperbarui 

PKWT tanpa batas waktu yang jelas yang kemudian membuat 

pekerja berada dalam situasi ―kontrak abadi‖. Mahkamah 

Konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 56 ayat (3) 

dalam Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 yaitu jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu dalam 

PKWT tidak boleh melebihi paling lama 5 (tahun) termasuk jika 

terdapat perpanjangan. Kepastian terhadap status pekerjaan 

pun menjadi jelas karena kini pekerja PKWT memliki batas 

waktu yang jelas kapan kontrak mereka akan berakhir atau 

kapan akan diangkat menjadi pekerja tetap. Dengan adanya 

batas waktu, perusahaan diharapkan lebih cermat dalam 

memutuskan apakah suau pekerjaan memang bersifat 

permanen atau sementara. Jika pekerjaan tersebut bersifat 

berkelanjutan dan melebihi batas 5 tahun, perusahaan akan 

didorong unutk mengangkat pekerja dengan mengubah 

oerjanjian  menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT) dengan segala hak dan kewajiban antara pengusaha 

dengan pekerja. 

Kewajiban PKWT dibuat secara tertulis merupakan fondasi 

transparansi dalam perjanjian kerja karena Mahkamah 

Konstitusi sudah menyatakan Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 

angka 13 perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara 
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tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. 

Meskipun hal tersebut sudah diatur dalam UU 6/2023, 

penekanan MK dalam putusan ini berfungsi sebagai pengingat 

dan penegasan pentingnya formalitas dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian secara tertulis berfungsi sebagai bukti hukum yang 

otentik dan tidak terbantahkan mengenai syarat dan ketentuan 

kerja, termasuk durasi kontrak, deskripsi pekerjaan, upah dan 

hak-hak lainnya yang dapat digunakan apabila kemudian hari 

terjadi sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Potensi 

adanya kesalahpahaman atau klaim sepihak dari salah satu 

pihak dapat diminimalisir apabila dokumen perjanjian dibuat 

secara tertulis. Pekerja juga dapat meninjau dengan cermat 

setiap klausul sebelum menandatangani perjanjian, 

memastikan tidak ada ketentuan yang akan merugikan atau 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Putusan ini bukan sekadar mengoreksi teknis tetapi 

jugaperubahan paradigm yang mendorong pengusaha untuk 

lebih cermat dalam menentukan jens hubungan kerja. 

Perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu apakah suatu 

pekerjaan memang bersifat sementara atau tetap. Kepastian 

kerja menjadi diutamakan karena merupakan hak fundamental 

pekerja yang harus dihormari. Dengan adanya batasan PKWT, 

perusahaan akan lebih cenderung berinvestasi pada 

pengembangan dan retensi pekerja tetap yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. 

Perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dapat mengurangi 

potensi konflik dan sengketa dapat menciptakan iklim kerja 

yang lebih kondusif. 

 

Relevansi Putusan tersebut terhadap Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance dalam Praktik 

Ketenagakerjaan oleh Perusahaan di Indonesia 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 

memiliki relevansi yang sangat besar dan strategis dalam 

mendorong penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) khususnya dalam praktik ketenagakerjaan 
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di perusahaan-perusahaan Indonesia. Putusan ini secara 

eksplisit menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja 

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bukan 

sekadar kewajiban normatif yang harus ditaati berdasarkan 

regulasi ketenagakerjaan, melainkan merupakan bagian 

integral dari tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung 

jawab. Dalam hal ini, putusan MK mempertegas bahwa 

perlakuan adil terhadap pekerja PKWT adalah wujud 

implementasi nyata dari prinsip-prinsip GCG. Secara garis 

besar, ada enam prinsip corporate governance yang diuraikan 

dalam pedoman Organisation of Economic Cooperation and 

Development (OECD) 2024.115 Prinsip-prinsip ini mencakup 

berbagai aspek penting, antara lain: kerangka dasar tata kelola 

perusahaan, hak-hak pemegang saham, peran para pemangku 

kepentingan (stakeholders), pentingnya keterbukaan dan 

transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi, pengawas, 

atau komisaris. Prinsip-prinsip GCG tersebut adalah 

transparansi, akuntabilitas,  independensi, responbilitas, dan 

kewajaran (fairness). 

Penulis melihat dari sisi transparansi, putusan MK menuntut 

perusahaan untuk memberikan informasi yang terbuka, jelas, 

dan mudah diakses terkait status kerja, hak, kewajiban, serta 

ketentuan kontrak kerja bagi pekerja PKWT. Hal ini sangat 

penting untuk menghindari ketidakpastian dan potensi 

penyalahgunaan kontrak yang seringkali menimbulkan 

ketidakadilan. Transparansi ini bukan hanya meminimalkan 

risiko konflik antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga 

membangun kepercayaan dan komunikasi yang sehat di 

lingkungan kerja. Keterbukaan informasi mengenai perjanjian 

kerja dan hak-hak tenaga kerja adalah bentuk penghormatan 

perusahaan terhadap hak asasi manusia yang tercermin dalam 
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tata kelola yang baik. Adanya transparansi yang baik 

berpengaruh positif terhadap kinerja pekerja.116 

Menurut penulis, prinsip akuntabilitas menjadi sangat krusial 

dalam konteks putusan ini. Manajemen perusahaan harus 

bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan dan 

pemenuhan hak-hak pekerja PKWT sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Ini berarti setiap kebijakan 

ketenagakerjaan, termasuk penetapan dan pengelolaan PKWT, 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemegang 

saham, dewan komisaris, dan yang terpenting kepada pekerja 

sendiri. Akuntabilitas juga mendorong perusahaan untuk 

mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang efektif 

agar hak-hak pekerja tidak terabaikan dan setiap pelanggaran 

dapat segera ditindaklanjuti secara transparan dan adil. 

Selanjutnya, putusan MK sangat menekankan pada prinsip 

kewajaran (fairness) dalam perlakuan terhadap pekerja PKWT. 

Dalam praktik GCG, perusahaan wajib memberikan perlakuan 

yang adil tanpa diskriminasi, mencakup aspek upah, kondisi 

kerja, jaminan sosial, serta hak atas perlindungan dan 

penyelesaian sengketa yang efektif. Perlakuan adil ini adalah 

manifestasi tanggung jawab sosial perusahaan (corporate 

social responsibility) yang berorientasi pada pembangunan 

kesejahteraan pekerja secara menyeluruh, tidak hanya terbatas 

pada pekerja tetap. Menurut penulis, dengan menerapkan 

prinsip kewajaran, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi 

hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan sosial yang 

menjadi fondasi tata kelola yang berkelanjutan. 

Prinsip independensi juga mendapat penguatan melalui 

putusan ini, di mana proses penegakan hak pekerja PKWT dan 

penyelesaian perselisihan harus bebas dari pengaruh atau 

intervensi yang dapat mengganggu objektivitas dan keadilan. 

Hal ini mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian 

sengketa yang profesional, transparan, dan netral, baik melalui 
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lembaga peradilan hubungan industrial maupun mekanisme 

alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Independensi ini 

menjadi kunci agar hak-hak pekerja dapat dilindungi tanpa 

adanya konflik kepentingan yang merugikan salah satu pihak. 

Selain itu, putusan ini menguatkan prinsip responsibilitas 

atau tanggung jawab perusahaan untuk tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, melainkan juga 

pada dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. 

Menurut penulis, perlindungan pekerja PKWT sebagai bagian 

dari tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa perusahaan 

harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan 

kesejahteraan tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan. 

Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk berperan aktif 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, 

dan berkelanjutan. 

Putusan MK ini berimplikasi pada perbaikan tata kelola 

perusahaan yang lebih sistematis dalam pengelolaan sumber 

daya manusia, mengurangi risiko hukum akibat sengketa 

hubungan industrial, serta menjaga reputasi perusahaan di 

mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan 

prinsip-prinsip GCG yang didukung oleh putusan ini akan 

menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi pekerja, tetapi juga 

bagi perusahaan dan masyarakat luas. Integrasi perlindungan 

pekerja PKWT dalam kerangka GCG juga menjadi instrumen 

strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam 

pasar global yang semakin menuntut standar etika dan 

keberlanjutan bisnis yang tinggi. 

 

SIMPULAN  

Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 168/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi signifikan dan 

multidimensional terhadap perlindungan pekerja dengan 

PKWT, yang secara esensial membatasi fleksibilitas PKWT 

tanpa batasan jangka waktu dan menghapus beberapa jaminan 

procedural bagi pekerja dan berpotensi menciptakan 

ketidakpastian hukum dan kerentanan substansial bagi pekerja 
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kontrak. Jika dilihat dari sudut pandang GCG, putusan ini 

sebagai tantangan terhadap prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas,  independensi, responbilitas, dan kewajaran 

(fairness) dalam pengelolaan perusahaan. Ketidakjelasan 

mengenai hak-hak dan status pekerja PKWT dapat 

menurunkan kepercayaan antara manajemen dan karyawan 

yang merupakan fondasi penting bagi lingkungan kerja yang 

produktif dan harmonis. Selain itu, kurangnya jaminan 

perlindungan yang memadai bagi pekerja dapat merusak 

reputasi perusahaan dan memicu risiko non-comliance 

terhadap standar ketenagakerjaan internasional dan domestik 

yang lebih luas.  

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-

XXI/2023 untuk memastikan perlindungan pekerja PKWT tetap 

terjamin dan sejalan dengan prinsip Good Corporate 

Governance, penulis merekomendasikan untuk penguatan 

regulasi pelaksana dari pemerintah yang secara jelas 

membatasi penggunaan dan pembaharuan PKWT. Seiring 

dengan itu, perusahaan harus menginternalisasi dan 

menerapkan GCG secara penuh terutama dalam aspek 

keadilan dan transparansi hubungan kerja. Pengawasan 

ketenagakerjaan juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan 

kapasitas dan independensi Dinas Tenaga Kerja untuk 

melakukan inspeksi. Edukasi dan advokasi hak-hak pekerja 

pun harus mengedukasi serta mendampingi pekerja PKWT. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari 

keberadaan Bank Tanah terhadap status kepemilikan tanah di 

Indonesia dalam konteks sistem hukum pertanahan nasional. 

Pembentukan Bank Tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 64 Tahun 2021 merupakan langkah strategis 

pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah bagi 

kepentingan umum, reforma agraria, dan pembangunan 

nasional. Namun, kehadiran lembaga ini menimbulkan 

tantangan baru dalam aspek legalitas dan kepastian hukum 

atas hak kepemilikan tanah yang dikelola atau dialokasikan 

melalui Bank Tanah. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, 

berfokus pada analisis peraturan perundang- undangan, doktrin 

hukum, serta teori-teori kepastian hukum, penguasaan tanah 

oleh negara, dan keadilan agraria. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Bank Tanah tidak bertindak sebagai 

pemilik atas tanah yang dikelolanya, melainkan sebagai 

lembaga pengelola atas nama negara. Status tanah yang 

berada dalam kewenangan Bank Tanah bersifat sementara dan 

dapat berubah menjadi hak milik, hak guna bangunan, atau hak 

pakai setelah melalui proses distribusi yang sah. Meskipun 
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Bank Tanah berpotensi memperkuat sistem pengelolaan tanah 

nasional, tanpa pengawasan dan batas kewenangan yang 

jelas, keberadaannya dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum dan tumpang tindih dengan tugas BPN. Oleh karena itu, 

sinkronisasi regulasi dan perlindungan hukum terhadap hak-

hak masyarakat sangat penting untuk memastikan sistem 

pertanahan berjalan adil dan transparan. 

 

Kata kunci: bank tanah, hak atas tanah, kepemilikan. 

 

PENDAHULUAN 

Tanah memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional, 

baik sebagai aset ekonomi maupun sebagai ruang bagi 

kehidupan sosial masyarakat. Seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan, timbul 

berbagai permasalahan terkait status kepemilikan tanah, seperti 

ketimpangan distribusi, sengketa agraria, serta kurangnya 

kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, ada program-

program pemerintah yang harus tetap berjalan. Maka dari itu, 

pemerintah Indonesia menanggapi tantangan ini dengan 

membentuk Badan Bank Tanah, sebagaimana diatur dalam 

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Bank Tanah 

diharapkan mampu mengelola tanah secara lebih terstruktur, 

adil, dan transparan guna menjamin ketersediaan lahan bagi 

kepentingan umum dan pembangunan nasional. 

Sebagai lembaga khusus, Bank Tanah memiliki hak untuk 

mengelola tanah yang dimiliki atau dikuasai negara, termasuk 

tanah hasil redistribusi, tanah terlantar, dan tanah yang telah 

dilepaskan haknya oleh pemilik sebelumnya 1. Lembaga ini 

bertugas memastikan bahwa tanah-tanah tersebut dapat 

dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan pembangunan nasional. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bank Tanah juga mendukung 

percepatan program reforma agraria2 dengan cara 

menyediakan tanah untuk masyarakat kecil, petani, dan 
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kelompok rentan lainnya. Namun, keberadaan Bank Tanah juga 

menuai berbagai polemik yang memicu perdebatan, terutama 

terkait tumpang  tindih  kewenangan  dengan  Kementerian  

Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) dalam hal status keabsahan tanah. Kritik ini 

menimbulkan perdebatan tentang bagaimana kepastian status 

tanah yang telah melewati prosedur Bank Tanah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Konseptual 

1. Bank Tanah 

Salah satu upaya suatu negara untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kemajuan bangsanya ialah salah satunya 

dilihat dari bagaimana negara tersebut mengelola wilayah atau 

tanahnya. Di Indonesia sendiri sudah acap kali ditekankan 

salah satunya dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban 

menjamin kesejahteraan rakyatnya dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar antara lain seperti: tempat tinggal, perkerjaan, 

makanan yang cukup dan lingkungan yang layak serta 

memadai, yang secara tidak langsung berarti negara 

berkewajiban untuk memanfaatkan lahan atau tanahnya 

dengan sebaik-baiknya. 

Dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja, Bank Tanah 

dibentuk sebagai lembaga strategis untuk mendorong efisiensi 

dan percepatan pemanfaatan tanah di Indonesia. Tujuan 

utamanya meliputi optimalisasi penggunaan lahan, 

mempercepat proses pembebasan tanah, serta memperluas 

akses masyarakat terhadap sumber daya tanah. Diharapkan, 

Bank Tanah mampu memperkuat pembangunan berkelanjutan, 

menciptakan kepastian hukum, dan berkontribusi dalam 

distribusi tanah demi keadilan sosial. Keberadaannya menjadi 

solusi atas tantangan keterbatasan lahan, lonjakan populasi, 

dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. 

Bank Tanah berfungsi mengumpulkan, mengelola, dan 

menyajikan data tanah secara transparan. Selain itu, lembaga 
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ini bertanggung jawab atas pengadaan tanah, pengaturan tata 

ruang, serta pemanfaatan lahan- lahan yang sebelumnya 

terbengkalai. Dengan begitu, Bank Tanah diharapkan dapat 

mencegah praktik spekulasi, mengurangi monopoli, serta 

membuka akses tanah yang lebih adil untuk pembangunan 

nasional dan investasi. Secara normatif, keberadaan Bank 

Tanah dimulai sejak diundangkannya UU Cipta Kerja pada 5 

Oktober 2020 (Danang et al., 2024), dengan pengaturan 

tersebar dalam 10 pasal, dimulai dari Pasal 125 yang 

menguraikan fungsinya hingga Pasal 135 yang menjelaskan 

struktur organisasinya. Pasal 126 menegaskan pentingnya 

penyediaan tanah bagi masyarakat, sedangkan Pasal 127 

menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

operasionalnya. 

Pelaksanaan Bank Tanah kemudian diperkuat dengan 

peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah yang 

mengatur lebih rinci mekanisme kerja lembaga ini. Meskipun 

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan 

tanah, muncul potensi tumpang tindih kewenangan antara Bank 

Tanah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang selama ini 

sudah berperan dalam urusan pertanahan. Oleh karena itu, 

penting untuk memastikan kedua lembaga ini memiliki batas 

kewenangan yang jelas supaya tidak saling berbenturan. 

2. Status Hak Atas Tanah 

Mengetahui status hukum tanah sebelum melakukan 

pembelian properti merupakan hal yang sangat krusial. Baik 

untuk membeli tanah kosong, rumah tinggal, maupun 

apartemen, pemahaman akan legalitas tanah yang hendak 

dimilistki sangat menentukan keamanan transaksi. Tidak jarang 

terjadi kasus di mana pembeli merasa tertipu atau mengalami 

kerugian karena tidak memahami status tanah yang dibeli. 

Permasalahan semacam ini biasanya timbul akibat minimnya 

pengetahuan calon pembeli tentang aspek legal dari hak atas 

tanah. Bukti kepemilikan atas tanah harus didukung dengan 

dokumen resmi berupa sertifikat hak atas tanah, yang 
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diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai 

lembaga yang berwenang. 

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 menyatakan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa seluruh 

wilayah Indonesia— termasuk tanah, air, ruang angkasa, dan 

seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya—merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi milik bangsa 

Indonesia sebagai kekayaan negara. Ketentuan mengenai hak 

penguasaan oleh negara yang tercantum dalam Pasal 2 UU 

tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur 

penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam Pasal 4 ayat (1) 

UUPA ditegaskan bahwa negara dapat memberikan hak atas 

tanah kepada perseorangan maupun badan hukum. Penerima 

hak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang 

dikuasainya, termasuk lapisan bawah dan ruang atas tanah, 

asalkan pemanfaatan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku, baik dalam undang-undang ini maupun 

regulasi lainnya yang bersifat lebih tinggi. 

3. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan 

serangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

badan hukum untuk menyediakan lahan bagi pelaksanaan 

proyek yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. 

Proyek-proyek tersebut dapat berupa pembangunan 

infrastruktur, sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan 

fasilitas publik lainnya (Cindy, 2024). Dalam prosesnya, pihak 

yang memiliki hak atas tanah akan menerima kompensasi yang 

layak dan adil. Ketentuan hukum yang mengatur proses ini 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, beserta aturan 

pelaksanaannya. 

Prosedur pengadaan tanah ini terbagi dalam empat tahapan 

utama. Tahap pertama adalah perencanaan, yang dimulai 

dengan penyusunan dokumen kebutuhan lahan oleh instansi 

yang membutuhkan, dilanjutkan dengan studi kelayakan serta 

penetapan lokasi. Tahap kedua adalah persiapan, yang 
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meliputi pelaksanaan konsultasi publik untuk memperoleh 

persetujuan masyarakat terdampak, pembentukan panitia 

pengadaan, serta inventarisasi objek dan subjek tanah. 

Tahap ketiga adalah pelaksanaan, yang mencakup proses 

penilaian nilai ganti kerugian oleh lembaga independen, 

umumnya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penilaian ini 

meliputi nilai tanah, bangunan, tanaman, serta kerugian non-

fisik lainnya. Setelah jumlah kompensasi disetujui, pembayaran 

dilakukan langsung kepada pemilik tanah. Tahap keempat 

adalah penyerahan hasil, di mana dilakukan pengosongan 

lahan dan serah terima dari masyarakat kepada instansi terkait. 

Lahan tersebut selanjutnya digunakan untuk pelaksanaan 

proyek yang telah direncanakan untuk kepentingan umum. 

4. Peralihan Status Hak Atas Tanah 

Peralihan Peralihan hak atas tanah di Indonesia adalah 

bagian penting dalam sistem hukum pertanahan yang berlaku. 

Proses ini mengacu pada perubahan atau pemindahan hak 

kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah dari satu pihak 

kepada pihak lainnya. Perpindahan hak ini bisa terjadi melalui 

berbagai mekanisme yang diakui oleh hukum, seperti: 

1) Transaksi Jual Beli, 

Peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli 

merupakan proses hukum di mana hak kepemilikan tanah 

berpindah dari penjual kepada pembeli. Proses ini diawali 

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Setelah akta dibuat, langkah 

berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak tersebut di kantor 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Pendaftaran ini 

penting untuk mengubah data kepemilikan yang tercatat dalam 

sertifikat tanah. Proses ini juga mencakup pembayaran pajak-

pajak yang terkait, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) oleh pembeli serta Pajak Penghasilan 

(PPh) oleh penjual. Dengan selesainya proses pendaftaran, 

BPN akan menerbitkan sertifikat baru atas nama pembeli, 
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sehingga hak kepemilikan sah secara hukum dan diakui 

negara. 

2) Pewarisan 

Peralihan hak atas tanah karena waris adalah proses hukum 

di mana hak kepemilikan tanah berpindah dari pewaris yang 

telah meninggal kepada ahli warisnya. Proses ini berlangsung 

berdasarkan hukum waris yang berlaku, baik hukum adat, 

hukum Islam, maupun hukum perdata Barat, tergantung pada 

latar belakang pewaris dan ahli waris. Untuk mengurus 

peralihan hak ini, para ahli waris harus terlebih dahulu 

mendapatkan surat keterangan waris atau akta waris yang 

dibuat oleh notaris, pejabat desa, atau lembaga yang 

berwenang. Setelah itu, peralihan hak didaftarkan di kantor 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya kepemilikan secara 

administratif berubah atas nama para ahli waris. Proses ini juga 

melibatkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) jika nilai warisannya melebihi batas 

tertentu. Dengan selesainya pendaftaran, hak atas tanah diakui 

sah atas nama ahli waris yang baru. 

3) Pemberian Hibah 

Peralihan hak atas tanah karena hibah adalah proses di 

mana seseorang secara sukarela menyerahkan hak 

kepemilikan tanahnya kepada pihak lain tanpa imbalan. Hibah 

ini bersifat pemberian secara cuma-cuma yang biasanya 

dilakukan antar anggota keluarga, meskipun juga dapat 

diberikan kepada pihak lain. Proses hibah harus dituangkan 

dalam akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) sebagai syarat sah peralihan hak. Setelah 

akta hibah ditandatangani, pihak penerima hibah wajib 

mendaftarkan peralihan hak tersebut ke kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) supaya data kepemilikan di 

sertifikat tanah berubah atas namanya. Selain itu, peralihan 

karena hibah juga dikenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), kecuali dalam kasus tertentu yang 

mendapat pengecualian. Setelah proses pendaftaran selesai, 
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hak atas tanah tersebut resmi berpindah secara hukum kepada 

penerima hibah. 

4) Pembuatan Wakaf 

Peralihan hak atas tanah karena wakaf adalah proses di 

mana seseorang menyerahkan hak atas tanahnya untuk tujuan 

keagamaan atau sosial yang bersifat permanen dan tidak dapat 

diperjualbelikan kembali. Wakaf ini dilakukan dengan ikrar 

wakaf oleh pihak yang mewakafkan (wakif) kepada penerima 

wakaf (nazhir). Proses wakaf harus disahkan melalui Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW). Setelah AIW diterbitkan, langkah selanjutnya 

adalah mendaftarkan tanah wakaf tersebut di kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) supaya dicatat sebagai tanah 

wakaf. 

Sertifikat Hak atas Tanah yang lama akan diganti dengan 

Sertifikat Tanah Wakaf. Dengan selesainya proses ini, tanah 

tersebut resmi beralih status menjadi tanah wakaf yang 

penggunaannya terbatas untuk kepentingan umat, seperti 

pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya, dan 

tidak boleh dialihkan lagi secara perorangan. 

Masing-masing bentuk peralihan tersebut memiliki ketentuan 

serta prosedur yang harus diikuti supaya sah secara hukum. 

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli tanah, para pihak 

harus menyepakati syarat-syarat peralihan secara tertulis dan 

kemudian mencatatkan pergantian hak kepemilikan tersebut di 

kantor pertanahan setempat supaya memperoleh kekuatan 

hukum yang sempurna. Begitu pula dalam hal warisan, hak 

atas tanah akan beralih kepada ahli waris berdasarkan 

ketentuan hukum waris yang berlaku, baik hukum adat, hukum 

Islam, maupun hukum perdata Barat, tergantung pada pilihan 

hukum masing-masing pihak (Miftahul, 2021). 

Proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan, sebab setiap 

peralihan hak harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan 

oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan 

pelaksanaannya. Selain itu, peralihan hak atas tanah juga 
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memerlukan pengesahan atau pencatatan di Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), yang kemudian menerbitkan 

sertifikat baru sebagai bukti sah kepemilikan. Melalui 

pengaturan ini, hukum pertanahan di Indonesia berusaha 

menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang melakukan 

transaksi atau peralihan hak. Dengan adanya prosedur resmi, 

maka hak masyarakat atas tanah dapat dilindungi, serta 

mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. 

5. Komparasi Bank Tanah di Indonesia dengan Model Land 

Bank di Negara Lain 

Di Indonesia, keberadaan Bank Tanah memiliki peran 

strategis yang pada dasarnya mirip dengan konsep Land Bank 

yang diterapkan di berbagai negara lain. Baik Bank Tanah 

maupun Land Bank memiliki tujuan utama yang sama, yaitu 

mengelola, menyimpan, dan mempersiapkan tanah untuk 

kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Dengan begitu, 

keduanya bertugas memastikan ketersediaan lahan yang cukup 

dan siap pakai ketika diperlukan untuk proyek-proyek 

pembangunan, baik itu infrastruktur, perumahan, maupun 

kepentingan umum lainnya. Namun, meskipun fungsi utamanya 

serupa, terdapat sejumlah perbedaan penting antara Bank 

Tanah di Indonesia dan Land Bank di luar negeri, baik dari sisi 

tujuan, cara kerja, maupun cakupan kegiatannya. 

Di beberapa negara, Land Bank lebih fokus pada rehabilitasi 

lahan- lahan terlantar atau menghidupkan kembali kawasan 

yang mengalami penurunan nilai ekonomi (Agustin, 2024). 

Sementara itu, Bank Tanah di Indonesia tidak hanya bertugas 

menyimpan lahan, tetapi juga berperan aktif dalam proses 

pengadaan tanah, mengelola hak atas tanah, dan mendukung 

program reforma agraria yang bertujuan untuk menciptakan 

pemerataan akses tanah bagi masyarakat. 

Secara konsep, land banking merujuk pada praktik di mana 

tanah diakuisisi atau diambil alih pada saat ini, untuk kemudian 

disimpan atau dicadangkan hingga ada kebutuhan nyata di 

masa depan. Dengan menyimpan tanah tersebut, negara atau 

lembaga yang berwenang dapat mengendalikan harga lahan, 
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mengatur arah pembangunan kota, serta memastikan bahwa 

proses pembangunan tidak terhambat oleh keterbatasan tanah. 

Di Indonesia, implementasi konsep ini melalui Bank Tanah juga 

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencegah 

spekulasi tanah, menciptakan kepastian hukum, dan 

mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional  

6. Status Hak Atas Tanah Melalui Prosedur Lelang 

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, hak atas tanah 

yang diperoleh melalui mekanisme lelang negara dianggap sah 

dan berkekuatan hukum apabila prosedur lelang dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu dokumen 

penting dalam proses ini adalah risalah lelang, yaitu akta 

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat lelang dan menjadi dasar 

hukum bagi perpindahan hak milik atas tanah dari debitur ke 

pemenang lelang. Setelah risalah lelang diterbitkan dan 

pemenang lelang melaksanakan kewajibannya, seperti 

pelunasan harga lelang, maka tanah tersebut dapat diproses 

untuk balik nama ke kantor pertanahan (Azmi et al., 2024). 

Meskipun begitu, dalam praktiknya sering kali timbul 

permasalahan, salah satunya adalah adanya pihak ketiga yang 

mengajukan keberatan atau gugatan atas proses lelang 

tersebut. Dalam studi kasus yang dikaji dalam jurnal ini, 

pemenang lelang yang telah memenuhi seluruh prosedur justru 

mengalami hambatan dalam proses balik nama, karena muncul 

risalah lelang kedua yang diterbitkan kepada pihak lain, serta 

adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap keabsahan risalah 

lelang pertama. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi pemenang lelang yang beritikad baik. 

Pembatalan risalah lelang oleh pengadilan dalam kasus ini 

menyebabkan status kepemilikan tanah kembali ke keadaan 

semula sebelum proses lelang dilakukan. Padahal secara 

prinsip, pemenang lelang memiliki hak atas tanah tersebut 

berdasarkan prosedur yang sah dan telah selesai. Namun, 

karena terjadi pelanggaran administratif atau kesalahan dalam 

penerbitan risalah lelang, hak tersebut dapat dibatalkan melalui 

putusan pengadilan. 
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Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun risalah lelang 

memiliki kedudukan sebagai alat bukti hukum yang kuat, 

pelaksanaannya tetap dapat dibatalkan apabila ditemukan 

pelanggaran prosedural, konflik kepentingan, atau 

ketidaksesuaian hukum lainnya. Oleh karena itu, status 

kepemilikan tanah yang diperoleh melalui lelang belum 

sepenuhnya aman apabila belum didukung dengan

 kejelasan hukum dan kepastian administratif dari 

lembaga terkait. 

 

LANDASAN TEORI 

Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan salah satu asas pokok dalam 

sistem hukum yang menekankan bahwa aturan hukum harus 

dilaksanakan secara adil, setara, dan tidak memihak. Prinsip ini 

menuntut agar peraturan hukum memiliki kejelasan, dapat 

dimengerti oleh masyarakat luas, serta memberikan kepastian 

dan arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, 

kepastian hukum memberikan rasa aman kepada warga negara 

karena mereka mengetahui bahwa hak-haknya akan dihormati 

dan bahwa aturan dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan 

perselisihan. 

Prinsip ini juga menuntut adanya sistem hukum yang efektif 

serta dijalankan oleh institusi yang independen, agar setiap 

keputusan hukum dapat ditegakkan dan tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan tertentu. Dalam pandangan filsuf hukum Gustav 

Radbruch, kepastian hukum adalah unsur utama dari sistem 

hukum yang ideal. Ia menegaskan bahwa hukum harus bersifat 

positif, yakni berlaku secara umum dan mengikat semua pihak 

dalam suatu yurisdiksi (Astuti Rusdi Daud, 2023). 

Menurut Radbruch, suatu aturan hukum harus memiliki 

kepastian bentuk dan makna, bersandar pada fakta nyata, dan 

tidak boleh berubah- ubah secara sembarangan, karena hal ini 

akan merusak stabilitas hukum dan menciptakan ketidakadilan. 

Ia juga menekankan bahwa kepastian hukum berfungsi 

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, 
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termasuk yang dilakukan oleh negara. Maka dari itu, kepastian 

hukum tidak hanya tentang isi aturan, tetapi juga bagaimana 

hukum tersebut ditegakkan secara adil dan konsisten dalam 

praktiknya. 

 

Teori Penguasaan Tanah oleh Negara 

Dalam Hukum Agraria Indonesia, teori penguasaan tanah 

oleh negara ialah konsep yang menyatakan bahwa negara 

memiliki otoritas tertinggi dalam hal pengelolaan tanah, air, 

ruang angkasa, serta segala kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya (Andi Bustamin, 2012). Hak tersebut diberikan 

kepada negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur 

pemanfaatan, ketersediaan, dan pelestarian sumber daya 

tersebut supaya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk 

kesejahteraan rakyat. Negara juga bertugas menetapkan 

bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dan tanah 

serta sumber daya alam tersebut diatur secara adil dan 

terstruktur. Dasar hukum dari teori ini tercantum dalam Pasal 33 

ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketentuan ini diperjelas lagi 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 

Tahun 1960, yang menetapkan bahwa negara sebagai pihak 

yang berwenang menyusun kebijakan agraria. 

Hak menguasai negara memiliki beberapa fungsi pokok, di 

antaranya adalah menetapkan peruntukan dan tata guna tanah, 

mengelola ketersediaannya, serta menjaga kelestariannya. 

Selain itu, negara juga memiliki kewenangan untuk mengatur 

hubungan hukum antara individu atau badan hukum dengan 

tanah, sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Selain itu, hak 

ini memungkinkan negara untuk mengendalikan serta 

mengarahkan pemanfaatan sumber daya alam supaya selaras 

dengan kebijakan pembangunan dan juga kepentingan 
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nasional. Dengan begitu, teori ini menjadi dasar hukum yang 

penting dalam pengelolaan agraria di Indonesia. 

 

Teori Keadilan 

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk utama, 

yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan 

distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan 

sumber daya dalam masyarakat secara proporsional 

berdasarkan kontribusi atau kebutuhan masing-masing individu 

. Dalam konteks ini, keadilan bukan berarti semua orang 

mendapat bagian yang sama, tetapi mendapat sesuai dengan 

yang pantas bagi mereka. Sementara itu, keadilan korektif 

berkaitan dengan hubungan antar individu, 

terutama dalam hal pemulihan hak yang dirugikan, misalnya 

dalam kasus pidana atau perdata (Mustamilinda, 2024). 

Dalam praktik hukum di Indonesia, teori keadilan Aristoteles 

sering kali menjadi sorotan, terutama ketika terjadi ketimpangan 

dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat dari kelas sosial 

yang berbeda. Contohnya, kasus-kasus yang menimpa 

masyarakat miskin sering tidak mencerminkan keadilan korektif 

yang semestinya, di mana mereka kadang diproses secara 

hukum secara ketat, sementara pelanggaran oleh kalangan elit 

cenderung diselesaikan secara damai atau bahkan lolos dari 

proses hukum. Hal ini mencerminkan kegagalan penegakan 

prinsip keadilan korektif. 

Begitu pula dengan keadilan distributif, negara idealnya 

memberikan akses hukum, perlindungan sosial, dan distribusi 

sumber daya hukum secara proporsional kepada masyarakat 

yang paling membutuhkan. Namun dalam kenyataan, sistem 

peradilan dan bantuan hukum sering kali belum sepenuhnya 

menjangkau masyarakat marginal. 

Teori keadilan dalam hukum agraria merupakan sebuah 

gagasan yang berfokus pada bagaimana tanah dan sumber 

daya agraria dibagi dan dikelola secara adil serta berkelanjutan. 

Konsep ini menyoroti pentingnya keadilan dalam setiap aspek 

pengelolaan tanah, mulai dari penguasaan, penggunaan, 
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hingga pelestariannya. Selain itu, teori ini menegaskan 

pengakuan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah sebagai 

bagian dari hak dasar yang harus dilindungi. Prinsip keadilan 

agraria tidak hanya terbatas pada pembagian lahan, namun 

juga mencakup hak atas akses terhadap sumber daya alam lain 

seperti hutan, air, dan hasil tambang. 

Dalam teori ini, sering dikaitkan dengan konsep keadilan 

distributif, yang berarti bahwa sumber daya harus dibagi secara 

proporsional dan merata di antara seluruh anggota masyarakat. 

Dalam konteks agraria, keadilan distributif menuntut adanya 

jaminan bahwa setiap individu atau kelompok mendapatkan 

kesempatan yang adil untuk mengelola tanah dan sumber daya 

agraria, baik untuk keperluan hidup sehari-hari maupun untuk 

pengembangan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak 

hanya soal pembagian, teori keadilan juga memandang 

pentingnya keadilan dalam proses atau yang dikenal dengan 

keadilan prosedural. Artinya, segala proses perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan agraria harus dilakukan secara terbuka, 

adil, serta melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 

Keadilan prosedural ini menjadi kunci dalam mencegah praktik 

diskriminasi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam 

pengelolaan tanah.  

 

METODE  

Dalam penulisan ini, metode kualitatif dipilih supaya dapat 

mengeksplorasi secara lebih dalam terkait dengan pelaksanaan 

Bank Tanah dan dampaknya terhadap jaminan hak milik tanah. 

Data yang diperoleh dari hasil kajian terhadap dokumen-

dokumen terkait akan dianalisis dengan menggunakan teknik 

analisis data kualitatif. Proses analisis ini bertujuan untuk 

menemukan pola-pola tertentu, mengungkap makna yang 

tersembunyi, serta menjelaskan hubungan antara teori hukum 

yang ada dengan kenyataan yang berlangsung di lapangan. 

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan 

menyeluruh. Dengan begitu, hasil penelitian ini diharapkan 
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mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap persoalan 

hukum yang menjadi fokus kajian, yaitu implikasi Bank Tanah 

terhadap status hak atas tanah. Pendekatan kualitatif ini juga 

diyakini mampu menggambarkan dinamika yang kompleks 

antara kebijakan negara dan hak-hak masyarakat secara lebih 

seksama dan kontekstual. 

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. 

Pendekatan ini memfokuskan kajian pada norma-norma hukum 

yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang- 

undangan maupun dalam doktrin-doktrin hukum, asas-asas 

hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian yuridis 

normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai sistem 

normatif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat 

melalui peraturan tertulis, bukan pada praktik di lapangan. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan 

untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang mengatur 

tentang Bank Tanah, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah. Penelitian ini juga 

mengkaji kesesuaian keberadaan Bank Tanah dengan prinsip-

prinsip dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 

Tahun 1960, serta asas-asas umum dalam hukum agraria 

nasional, seperti asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas 

kepastian hukum. 

Dengan pendekatan ini, penulis berupaya menilai secara 

kritis bagaimana norma hukum yang mengatur Bank Tanah 

dapat mempengaruhi status hukum atas tanah masyarakat, 

termasuk dalam hal perlindungan hak, kejelasan kepemilikan, 

serta bagaimana peraturan tersebut memberikan kepastian 

hukum bagi subjek hukum yang terdampak. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaturan Hukum Tentang Bank Tanah dalam Sistem 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
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Bank Tanah merupakan lembaga baru yang didirikan 

pemerintah Indonesia sebagai instrumen strategis dalam 

pengelolaan tanah yang diharapkan dapat bekerja secara adil, 

efisien, dan berkelanjutan. Lembaga ini diatur secara normatif 

melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang saling 

berkaitan, baik dalam bentuk undang-undang maupun 

peraturan pelaksanaannya. Fakta menarik terkait Bank Tanah, 

Bank Tanah memperoleh dasar hukum formal pertamanya 

melalui ketentuan dalam Pasal 125 hingga Pasal 135 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam 

pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pembentukan Bank 

Tanah dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan lahan 

yang mencukupi guna menunjang program pembangunan 

nasional. Lembaga ini didirikan dengan mandat khusus, yaitu 

mengelola tanah-tanah yang termasuk dalam kategori tanah 

negara, lahan yang tidak dimanfaatkan (terlantar), maupun 

tanah yang haknya telah dilepaskan oleh pemilik sebelumnya. 

Tanah-tanah tersebut kemudian dapat digunakan untuk 

berbagai keperluan strategis, seperti pengadaan tanah bagi 

proyek pembangunan infrastruktur, pelaksanaan reforma 

agraria, serta mendukung investasi nasional yang memerlukan 

penyediaan lahan secara cepat dan efisien. 

Untuk mendeskripsikan lebih lanjut ketentuan dalam 

undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 yang menjadi 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait 

Bank Tanah. PP ini mengatur secara rinci mengenai bentuk 

kelembagaan, struktur organisasi, cakupan wewenang, serta 

prosedur kerja dari Bank Tanah. Di dalamnya disebutkan 

bahwa Bank Tanah merupakan suatu badan yang bersifat non-

struktural, artinya tidak menjadi bagian dari struktur organisasi 

pemerintahan secara langsung, namun memiliki tanggung 

jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaannya 

dijalankan melalui pengawasan dan koordinasi dari Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, Bank Tanah diberikan sejumlah kewenangan 
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penting, antara lain melakukan perencanaan pengadaan tanah, 

pengelolaan aset tanah yang ada di bawah kewenangannya, 

pendistribusian tanah untuk berbagai kebutuhan strategis, serta 

menjamin adanya kepastian hukum atas penggunaan tanah 

yang telah dikelola. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah 

menciptakan sistem pertanahan nasional yang lebih tertata, 

adil, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan 

investasi yang berorientasi pada kemanfaatan umum. 

Bank Tanah juga harus dipahami dalam kerangka hukum 

agraria nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria. 

Meskipun UUPA tidak secara eksplisit mengatur tentang Bank 

Tanah, prinsip-prinsip yang diatur seperti hak menguasai oleh 

negara, reforma agraria, dan keadilan dalam penguasaan tanah 

menjadi dasar filosofis bagi operasionalisasi lembaga ini. 

 

Implikasi Hukum yang Ditimbulkan Oleh Keberadaan Bank 

Tanah Terhadap Status Kepemilikan Tanah di Indonesia 

Keberadaan Bank Tanah sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

64 Tahun 2021, membawa sejumlah implikasi hukum terhadap 

status kepemilikan tanah di Indonesia. Secara infrastruktur, 

pelaksanaan reforma agraria, serta mendukung investasi 

nasional yang memerlukan penyediaan lahan secara cepat dan 

efisien. 

Untuk mendeskripsikan lebih lanjut ketentuan dalam 

undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 yang menjadi 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait 

Bank Tanah. PP ini mengatur secara rinci mengenai bentuk 

kelembagaan, struktur organisasi, cakupan wewenang, serta 

prosedur kerja dari Bank Tanah. Di dalamnya disebutkan 

bahwa Bank Tanah merupakan suatu badan yang bersifat non-

struktural, artinya tidak menjadi bagian dari struktur organisasi 

pemerintahan secara langsung, namun memiliki tanggung 

jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaannya 



  
300 Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 2 

dijalankan melalui pengawasan dan koordinasi dari Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, Bank Tanah diberikan sejumlah kewenangan 

penting, antara lain melakukan perencanaan pengadaan tanah, 

pengelolaan aset tanah yang ada di bawah kewenangannya, 

pendistribusian tanah untuk berbagai kebutuhan strategis, serta 

menjamin adanya kepastian hukum atas penggunaan tanah 

yang telah dikelola. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah 

menciptakan sistem pertanahan nasional yang lebih tertata, 

adil, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dan 

investasi yang berorientasi pada 

kemanfaatan umum. 

Bank Tanah juga harus dipahami dalam kerangka hukum 

agraria nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria. 

Meskipun UUPA tidak secara eksplisit mengatur tentang Bank 

Tanah, prinsip-prinsip yang diatur seperti hak menguasai oleh 

negara, reforma agraria, dan keadilan dalam penguasaan tanah 

menjadi dasar filosofis bagi operasionalisasi lembaga ini. 

 

Implikasi Hukum yang Ditimbulkan Oleh Keberadaan Bank 

Tanah Terhadap Status Kepemilikan Tanah di Indonesia 

Keberadaan Bank Tanah sebagai lembaga yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

64 Tahun 2021, membawa sejumlah implikasi hukum terhadap 

status kepemilikan tanah di Indonesia. Secara umum, Bank 

Tanah bertugas mengelola tanah negara, tanah terlantar, dan 

tanah yang telah dilepaskan haknya untuk kemudian 

didistribusikan kembali sesuai kebutuhan pembangunan 

nasional, reforma agraria, dan kepentingan umum. 

Salah satu implikasi hukum utama adalah terjadinya 

perubahan terhadap mekanisme penguasaan dan peralihan 

hak atas tanah. Tanah-tanah yang sebelumnya tidak 

dimanfaatkan secara produktif atau tidak memiliki status 

kepemilikan yang jelas, dapat diambil alih oleh negara melalui 

Bank Tanah dan dialokasikan kembali. Hal ini berdampak pada 
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pembaruan status hukum tanah, baik melalui pencabutan hak, 

redistribusi, maupun konversi kepemilikan(Hadi Arnowo, 2022). 

Tanah yang dikelola oleh Bank Tanah tidak secara otomatis 

menjadi milik lembaga tersebut, melainkan berada dalam 

wewenang penguasaan oleh negara. Bank Tanah hanya 

berperan sebagai badan yang diberi otoritas untuk melakukan 

berbagai fungsi strategis terkait pengelolaan tanah, seperti 

perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, hingga 

pendistribusian tanah yang statusnya belum dimanfaatkan. 

Jenis-jenis tanah yang termasuk dalam pengelolaan ini meliputi 

tanah negara yang belum digunakan, tanah yang dikategorikan 

sebagai terlantar, tanah yang telah dilepaskan haknya oleh 

pemilik sebelumnya, serta tanah yang diperoleh melalui proses 

konsolidasi lahan. 

Secara hukum, tanah-tanah tersebut tetap berstatus sebagai 

tanah yang dikuasai oleh negara. Kepemilikan individu atau 

badan baru terjadi setelah tanah tersebut dialokasikan kepada 

penerima yang sah, seperti masyarakat umum, lembaga 

negara, atau badan usaha, sesuai dengan prosedur distribusi 

yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Setelah didistribusikan, status hukum tanah akan 

menyesuaikan dengan hak atas tanah yang diberikan, misalnya 

menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, atau bentuk 

hak lainnya tergantung pada tujuan pemanfaatan lahan (Shinta 

Utami Nur Agustin & Afif Mahfud, 2024). 

Dengan begitu, Bank Tanah tidak memiliki tanah dalam arti 

hak milik, melainkan hanya sebagai pengelola tanah negara 

untuk kebutuhan publik dan nasional. Kepemilikan baru atas 

tanah akan muncul setelah proses distribusi dilakukan secara 

sah. Hal ini menunjukkan bahwa status kepemilikan atas tanah 

yang berada dalam kendali Bank Tanah bersifat dinamis dan 

bergantung pada proses alokasi serta peruntukannya yang 

dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. 

Di sisi lain, keberadaan Bank Tanah dapat memperkuat 

kepastian hukum bila pelaksanaannya dilakukan secara 

transparan dan sesuai prosedur. Dengan pendataan yang 
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sistematis dan manajemen pengelolaan tanah yang baik, Bank 

Tanah diharapkan mampu menjamin kejelasan status hukum 

tanah, mengurangi konflik agraria, serta menjamin hak 

masyarakat atas tanah yang dikelola negara. Namun, untuk 

mencapai tujuan tersebut, sinkronisasi regulasi dan penegakan 

prinsip-prinsip keadilan agraria sangat diperlukan agar tidak 

menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik hak tanah. 

 

SIMPULAN  

Keberadaan Bank Tanah sebagai lembaga baru dalam 

sistem pertanahan nasional membawa dampak signifikan 

terhadap pengaturan, pengelolaan, dan distribusi tanah di 

Indonesia. Bank Tanah tidak memiliki tanah secara hak milik, 

melainkan bertindak sebagai pengelola atas tanah-tanah 

negara, tanah terlantar, dan tanah yang telah dilepaskan 

haknya. Status kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada di 

bawah penguasaan negara hingga secara sah dialokasikan 

kepada pihak ketiga sesuai ketentuan hukum. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan tanah dalam konteks Bank 

Tanah bersifat dinamis dan bergantung pada proses distribusi 

serta mekanisme hukum yang berlaku. Di satu sisi, Bank Tanah 

diharapkan memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam 

pengelolaan tanah; namun di sisi lain, tantangan seperti 

tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedur masih 

menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Pemerintah perlu 

segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih rinci dan 

teknis guna memperjelas prosedur pelaksanaan tugas Bank 

Tanah, terutama dalam hal redistribusi tanah dan perlindungan 

hak masyarakat. Sinkronisasi antara ATR/BPN dan Bank Tanah 

juga mutlak diperlukan untuk menghindari konflik kewenangan. 

Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam setiap 

tahap pengelolaan tanah akan menjadi kunci dalam menjaga 

akuntabilitas serta mewujudkan tujuan utama Bank Tanah, 

yaitu pemerataan penguasaan dan kepastian hukum atas tanah 

di Indonesia. 
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